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BAB V  
PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis mendalam mengenai 

pemberhentian perangkat Nagari di Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto 

Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, maka kesimpulan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Faktor utama yang menyebabkan Penjabat (Pj) Wali Nagari Sikucua 

Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Nomor 13 

Tahun 2024 terhadap Saudari Megawati (Staf Pelayanan Masyarakat) di 

luar koridor hukum adalah adanya penyalahgunaan wewenang 

(detournement de pouvoir) dengan menggunakan alasan non yuridis 

yang tidak sah. Pj Wali Nagari menggunakan dalih keterbatasan atau 

defisit anggaran pada nagari baru sebagai pembenaran instan untuk 

melakukan efisiensi staf.  

2. Kebijakan pemberhentian sepihak ini menimbulkan rentetan 

konsekuensi hukum dan sosial yang saling mengikat. Aspek yuridis 

menunjukkan bahwa alasan pengurangan anggaran tidak sah dan tidak 

diakui untuk memberhentikan perangkat desa, sehingga Surat 

Keputusan (SK) Nomor 13 Tahun 2024 berstatus cacat hukum, cacat 

prosedur, dan gugur demi hukum karena diterbitkan tanpa rekomendasi 

tertulis Camat maupun tahapan Surat Peringatan (SP). sementara aspek 

sosial dari keputusan ini menciptakan ketidakstabilan dalam tataran 

masyarakat Nagari Sikucua Barat. 

3. Menurut perspektif siyasah Syar’iyyah, praktik pemberhentian perangkat 

nagari di Nagari Sikucua Barat dinilai bertentangan secara substantif 

dengan pilar-pilar fundamental pemerintahan Islam, yaitu prinsip 

keadilan (al-‘adl), amanah, musyawarah (syura), dan perlindungan 

terhadap hak asasi (maqashid al-syari'ah). Pengabaian proses klarifikasi 

yang sah (tabayun) atas dugaan pelanggaran, peniadaan forum mufakat 
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bersama Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, serta pemutusan mata 

pencaharian staf secara sewenang-wenang mencerminkan bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan kekhalifahan lokal yang menjauhkan 

kepemimpinan dari nilai akuntabilitas ketuhanan dan kemaslahatan 

umum (al-maslahah al-‘ammah). 

5.2. Saran 

 Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa 

saran strategis demi perbaikan tata kelola pemerintahan nagari ke depan 

1. Bagi pemerintah Nagari Sikucua Barat (khususnya wali nagari) 

Pengambilan kebijakan penting seperti pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat nagari harus disandarkan sepenuhnya pada regulasi hukum 

positif yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Wali 

Nagari diharapkan menghilangkan subjektivitas pribadi dalam 

memimpin, menghargai perangkat yang berintegritas lurus, serta 

menerapkan nilai-nilai siyasah Islam yang mengutamakan keadilan, 

keterbukaan, dan musyawarah mufakat agar terhindar dari cacat hukum 

yang merugikan nama baik instansi. 

2. Bagi pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Camat) Pihak 

kecamatan disarankan untuk memperketat fungsi pengawasan, 

pembinaan, dan evaluasi terhadap tata kelola kepegawaian di tingkat 

nagari. Camat harus memastikan bahwa setiap rekomendasi tertulis yang 

dikeluarkan benar-benar didasarkan pada pemenuhan syarat undang-

undang, sehingga tidak ada celah bagi kepala wilayah tingkat bawah 

untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). 

3. Bagi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamusna) 

Masyarakat bersama lembaga perwakilan nagari diharapkan 

meningkatkan peran aktif mereka sebagai kontrol sosial (checks and 

balances). Pengawasan yang ketat dari warga dan Bamusna sangat 

diperlukan untuk mengawal jalannya birokrasi, mengkritisi kebijakan 

yang menyimpang dari aturan negara. 
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